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ABSTRAK

Strategi Implementasi Kebijakan Pencegahan Kejahatan
Faktur Pajak di Indonesia
Helmi Satria Fahmi, Nurliah Nurdin
helmi.2341021045@stialan.ac.id;
Politeknik STIA LAN Jakarta

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan menjaga
stabilitas inflasi. PPN adalah salah satu inovasi pajak dan telah mengalami
perkembangan luar biasa. Kejahatan atas faktur pajak mencakup tidak menyetorkan
pajak yang telah dipungut dan menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak
yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang sering disebut Faktur Pajak
Fiktif/tidak sah. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan kejahatan Faktur Pajak.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan observation, in-depth interview, dan FGD. Terdapat 6 orang
Penyidik Pajak, 3 Praktisi Pajak, dan 1 orang Kepala Unit Penegakan Hukum
sebagai informan yang diwawancarai dan terlibat dalam FGD. Hasil dari penelitian
terhadap implementasi kebijakan pencegahan kejahatan Faktur Pajak disimpulkan
bahwa diperlukan sebuah kerangka strategi kebijakan pencegahan kejahatan Faktur
Pajak yang terintegrasi mulai dari tahap pengkuhan PKP sampai dengan Faktur
Pajak tersebut diterbitkan dan dilaporkan pada SPT Masa PPN. Selain itu
diperlukan akurasi dari informasi, konsistensi dalam penerapan dan kejelasan
umpan balik. Perbaikan prosedur secara berkelanjutan dan dukungan politik dari
pemangku kebijakan merupakan hal mutlak diperlukan sebagai langkah lanjutan
untuk menerbitkan kerangka kebijakan strategi pencegahan kejahatan Faktur Pajak
di Indonesia dalam satu peraturan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak
yang diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut
disarankan menerbitkan kebijakan pencegahan kejahatan faktur pajak dalam satu
kesatuan dalam bentuk peraturan direktur jenderal pajak setidak-tidaknya
menerapkan pencegahan primer dan sekunder dan menyiapkan teknologi Al beserta
SDM yang mempuni dan berpengalaman.

Kata Kunci : PPN, Faktur Pajak, Implementasi, Pencegahan Kejahatan
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ABSTRACT

Tax Invoice Crime Prevention Policy Implementation
Strategy in Indonesia
Helmi Satria Fahmi, Nurliah Nurdin
helmi.2341021045@stialan.ac.id;
Politeknik STIA LAN Jakarta

Fiscal policy plays an important role in economic growth and maintaining inflation
stability. VAT is one of the tax innovations and has experienced extraordinary
development. Crimes against tax invoices include not depositing taxes that have
been collected and issuing and/or using tax invoices that are not based on actual
transactions which are often called Fictitious/invalid Tax Invoices. This study is
expected to explain the factors that influence the implementation of Tax Invoice
crime prevention policies. This study uses a qualitative method. Data collection
methods are carried out by observation, in-depth interviews, and FGDs. There are
6 Tax Investigators, 3 Tax Practitioners, and 1 Head of the Law Enforcement Unit
as informants who were interviewed and involved in the FGD. The results of the
study on the implementation of Tax Invoice crime prevention policies concluded
that an integrated Tax Invoice crime prevention policy strategy framework is
needed starting from the PKP validation stage until the Tax Invoice is issued and
reported on the VAT Periodic Tax Return. In addition, accuracy of information,
consistency in application and clarity of feedback are needed. Continuous
procedural improvements and political support from policy makers are absolutely
necessary as a follow-up step to issue a policy framework for tax invoice crime
prevention strategies in Indonesia in one regulation issued by the Director General
of Taxes which is expected to be implemented properly. Based on this, it is
recommended to issue a tax invoice crime prevention policy in one unit in the form
of a regulation of the Director General of Taxes at least implementing primary and
secondary prevention and preparing Al technology along with qualified and
experienced human resources..

Keywords : VAT, Tax Invoice, Implementation, Crime Prevention
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peran kebijakan fiskal sangat penting untuk mengarahkan pertumbuhan
ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi. Selain itu, kebijakan fiskal meningkatkan
pendapatan pemerintah melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya. Keuntungan
fiskal yang diperoleh pemerintah dari pajak yang tinggi dapat digunakan untuk
mendukung kebijakan pembangunan dan proyek strategis (Sipayung, 2023).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) berperan dalam merespon dinamika
perekonomian, menjalankan agenda pembangunan, dan menyejahterakan
masyarakat Indonesia yang ditunjukkan melalui berbagai kinerja perekonomian dan
capaian pembangunan. “APBN untuk tahun 2024 adalah untuk mendorong
transformasi ekonomi, menciptakan inklusivitas, dan sustainability. Oleh karena
itu, kita akan terus mendorong berbagai program struktural untuk menjaga
kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu dalam Raker Banggar DPR RI dengan
agenda Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 (Kementerian
Keuangan, 2024). Unsur pendapatan paling utama dalam APBN adalah penerimaan
pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak
menyumbang sekitar 79% dari total pendapatan negara selama 4 (empat) tahun
terakhir.

Data menunjukkan bahwa pajak merupakan subkomponen penerimaan
negara terbesar di Indonesia. Dua komponen utama mendukung penerimaan pajak
dalam negeri yaitu pajak penghasilan (PPh), yang mencapai rata-rata 36% dari total
penerimaan, dan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah
(PPnBM), yang mencapai rata-rata 28% dari total penerimaan.

PPN berawal dari gagasan seorang pegawai administrasi pajak di Prancis
yang bernama Maurice Lauré. PPN mulai dipungut sejak 10 April 1954 yang

dimulai dari perusahaan besar secara bertahap kemudian ke semua sektor ekonomi.



Kemudian diterapkan di Komunitas Negara Eropa pada Tahun 1973 sebagai upaya
harmonisasi hukum (Szabo, 2019). Meskipun menurut Ebrill, Keen dan Summers,
proposal pertama PPN di Prancis muncul pada tahun 1920-an, PPN dikenal pertama
kali muncul di negara itu pada tahun 1948 dan dimulai di seluruh Eropa pada tahun
1967 ketika Brasil menjadi negara pertama di Amerika Latin dan Denmark
mengikutinya. Hingga akhir 1970-an, PPN berkembang dengan cepat di negara-
negara industri dan Amerika Selatan. Hanya sepuluh tahun kemudian, negara-
negara berkembang dan ekonomi transisi menerimanya. Hebatnya, jumlah negara
Afrika yang memiliki PPN meningkat dari dua menjadi tiga puluh pada tahun 1990-
an (Ebrill, Keen, & Summers, 2001).

Dimulai sebagai instrumen yang relatif tidak menguntungkan pada awal
abad kedua puluh, PPN telah berkembang menjadi salah satu instrumen pendapatan
paling dominan di seluruh dunia dalam kurang dari lima puluh tahun. Lebih dari
150 negara telah mengadopsinya, menyumbang sekitar 20% dari pendapatan pajak
global (James, 2015). PPN adalah salah satu jenis pajak yang mengalami
perkembangan yang luar biasa dan merupakan salah satu inovasi perpajakan (Ebrill

etal., 2001).

Kejahatan PPN di Beberapa Negara

Pajak tidak langsung domestik biasanya terbatas pada produk yang
didefinisikan secara sempit, seperti alkohol dan tembakau, serta pajak penjualan
dan omzet sebelum PPN ditetapkan. Ditambah dengan distorsi pajak penjualan dan
kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan, terutama untuk mengganti
pendapatan tarif impor yang hilang karena liberalisasi perdagangan, insentif untuk
mencari alternatif yang tidak terlalu distorsif. PPN, bagaimanapun, diadopsi lebih
lambat oleh negara-negara.

Hingga akhir 1970-an, PPN berkembang dengan cepat di negara-negara
industri dan Amerika Selatan. Hanya sepuluh tahun kemudian, negara-negara

berkembang dan ekonomi transisi menerimanya. Hebatnya, jumlah negara Afrika



yang memiliki PPN meningkat dari dua menjadi tiga puluh pada tahun 1990-an
(Smith & Keen, 2007).

Skema penipuan PPN pada mekanisme kerja PPN diklasifikasikan sebagai

berikut :

1. Kelalaian yang disengaja dalam pelaporan pajak.
Skema ini digunakan oleh pembayar pajak untuk menyembunyikan transaksi
yang tidak dikenakan pajak baik sebagian atau seluruhnya dari pelaporan pajak
kepada otoritas pajak.

2. Penerimaan faktur fiktif secara sengaja
Skema ini digunakan dengan menerima faktur pajak tanpa disertai transaksi yang
mendasari atau faktur palsu isinya. Misalnya faktur pajak diterbitkan oleh orang
lain yang bukan PKP yang tercantum dalam faktur pajak dengan tujuan untuk
menghindari pajak atau meminta pengembalian pajak.

3. Pembebasan pajak yang disalahartikan:
Dalam skema ini, setelah pembelian kotor dalam negeri, pelaku memalsukan
penjualan bebas pajak dalam Komunitas, lalu meminta pengembalian PPN.
Selanjutnya, mereka berpura-pura membeli barang dari negara anggota lain, dan
sengaja tidak membayar PPN yang dikenakan atas penjualan mereka. Skema ini
juga disebut penipuan carousel.

4. Menyembunyikan akuisisi dari negara-negara anggota.
Para pelaku menjual barang yang dibeli secara ilegal tanpa membayar pajak di
kemudian hari dan mengakuisisi dari komunitas tempat pajak dipungut (Szabd,
2019).

Jumlah kesenjangan total yang disebabkan oleh penipuan dapat dihitung
oleh administrasi pajak di beberapa negara, seperti Inggris. Komisi Eropa telah
menugaskan dan menerbitkan studi "kesenjangan PPN" sejak 2009. Ini
dipublikasikan pertama kali pada tahun 2013 dan kemudian diperbarui pada tahun
2014 dan 2015-2019. Studi ini menghitung perbedaan antara jumlah PPN yang
diharapkan berdasarkan kepatuhan penuh dan jumlah PPN yang sebenarnya
dikumpulkan di negara-negara anggota Uni Eropa (UE) pada tahun tertentu.



Kesenjangan PPN Uni Eropa, yang mencakup semua sumber
ketidakpatuhan PPN, berjumlah €134 miliar pada 2019. Ini jauh lebih besar dari
kesenjangan PPN yang diumumkan untuk negara-negara anggota UE pada tahun
2013. Penipuan pengembalian PPN lintas batas, juga dikenal sebagai pengembalian
dana, diperkirakan menyumbang sekitar €50 miliar dari kesenjangan PPN total.
Jumlah yang signifikan dari penipuan ini terjadi tidak hanya di negara-negara
anggota UE; misalnya, Kantor Pajak Australia memulai investigasi pada tahun 2013
terhadap penipuan pengembalian Good and Service Tax (GST) yang melibatkan
emas. Selama lima tahun, diperkirakan Departemen Keuangan Australia telah
kehilangan sekitar $700 juta melalui klaim pengembalian GST yang curang; ini
merupakan kehilangan sekitar 5,5% dari penerimaan GST bersertifikat.
Kemampuan organisasi kriminal untuk mengeksploitasi hubungan mereka dengan
struktur bisnis yang sah dan mempekerjakan spesialis akuntansi dan perpajakan
serta pengacara untuk mendukung dan mendukung bisnis mereka menimbulkan
ancaman nyata bagi sistem PPN. Pada tahun 2022, model risiko canggih ATO akan
mendeteksi potensi klaim pengembalian GST (Ebrill et al., 2001).

Berdasarkan hukum pajak Polandia, wajib pajak PPN aktif berhak untuk
memotong pajak atas barang dan jasa yang dibeli, yang dikenal sebagai pajak
masukan. Pajak masukan terkait langsung dengan pajak yang dihasilkan dari
penjualan barang atau jasa tersebut, dan kemudian menjadi kewajiban pajak. Wajib
pajak harus menerbitkan dokumen yang disebut faktur PPN atau tanda terima dari
kasir untuk memverifikasi penjualan barang atau jasa tersebut. Sayangnya, aturan
penyelesaian PPN yang sah dan benar tidak diikuti oleh beberapa wajib pajak.
Pengusaha menerbitkan faktur oleh wajib pajak yang tidak ada, tetapi bisnis
tersebut dilakukan oleh perusahaan lain untuk menghindari pajak. Motivasi
utamanya adalah membeli barang yang dicuri atau tidak kena pajak. Contoh lain
adalah menerbitkan faktur untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, tetapi wajib
pajak membayar pengusaha lain untuk menagih barang tersebut. Pengusaha
mengurangi pendapatan mereka dengan menggunakan faktur yang dibeli, yang

pada gilirannya mengurangi pajak. Penerbitan faktur oleh perusahaan yang tidak



asli untuk menciptakan dokumen penjualan adalah tindakan selanjutnya yang dapat
menyebabkan penipuan pajak. Otoritas pajak telah menghadapi Carousell pajak
dalam beberapa tahun terakhir. Pajak carousell terdiri dari barang yang ditransfer
antara setidaknya dua entitas ekonomi Uni Eropa atau negara ketiga. Diatur
sedemikian rupa sehingga barang yang tercakup dalam transaksi komersial
dikembalikan ke negara tempat barang tersebut dijual menurut catatan yang
disimpan untuk tujuan PPN. Struktur ini mencegah klaim pengembalian dana yang
tidak sah dan menghindari kewajiban untuk membayar PPN yang terutang.
Kriminalitas ini dilakukan dengan rencana dan organisasi yang kuat. Mekanisme
carousel terdiri dari perusahaan terkemuka, entitas yang menghilang, penyangga,
dan pialang. Penipuan carousell melibatkan perusahaan paling terkenal. Seluruh
sistem penipuan pajak diawasi oleh perusahaan ini. Bisnis ini berjalan dengan baik
dengan memenuhi kewajiban pajak negara dan lembaga lain dengan benar serta
menyediakan sumber daya intra-komunitas untuk mengurangi kewajiban pajak.
Banyak wajib pajak yang menghilang adalah perusahaan patungan yang hanya
didirikan untuk "menghasilkan" pajak atas faktur dan kemudian ditutup beberapa
bulan kemudian. Menurut data yang diterbitkan dalam Studi dan Laporan tentang
Kesenjangan PPN di Negara Anggota UE-28: Laporan Akhir 2019, kesenjangan
PPN pada tahun 2018 adalah hampir PLN 17,9 miliar, pada tahun 2017 adalah PLN
24,5 miliar, dan pada tahun 2016 adalah PLN 36,9 miliar, yang menunjukkan
penurunan dari PLN 36,9 miliar pada tahun 2016. Analisis menunjukkan bahwa
kesenjangan PPN di Polandia telah menurun ke tingkat yang sama seperti di
Austria, Denmark, dan Finlandia pada tahun 2016. Dalam beberapa tahun terakhir,
tidak ada negara di Uni Eropa yang telah mengalami penurunan yang lebih cepat.
Perlu diingat bahwa kesenjangan pajak mencakup kesalahan yang disebabkan oleh
proses yang tidak disengaja dan kehilangan pendapatan akibat penipuan pajak
(Szczerbak, 2020).

PPN Korea memiliki ciri-ciri baik PPN konvensional (Eropa) maupun
modern. Diberlakukan pada tahun 1976, tiga tahun setelah Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) di Inggris dan hampir sepuluh tahun sebelum PPN "modern". PPN "modern"



telah menjadi model untuk desain dan reformasi PPN di sebagian besar dunia sejak
akhir tahun 1980-an. Namun, sistem PPN Korea berdiri sendiri karena satu alasan.
Itu berbeda dari hampir semua teori yang berkembang tentang administrasi pajak.
Salah satu fiturnya adalah komitmennya untuk sistem pencocokan faktur PPN yang
lengkap. Semua faktur yang berkaitan dengan klaim kredit pajak masukan
digabungkan dengan faktur yang berkaitan dengan kewajiban pajak keluaran
pemasok dalam sistem ini. Pihak berwenang Korea mengklaim dapat mengontrol
tugas administratif PPN, yang para kritikus anggap tidak mungkin. Otoritas pajak
dengan cepat menyadari kegagalan sistem pencocokan silang. Pada pertengahan
tahun 1988, prosedur diubah sehingga hanya faktur keluaran yang lebih dari sekitar
£175 yang dimasukkan. Jika sistem menunjukkan perbedaan antara faktur masukan
dan keluaran atau antara faktur dan pengembalian PPN yang lebih dari £2.875,
wajib pajak diminta untuk memberikan penjelasan rinci tentang transaksi selama
enam bulan sebelumnya. Namun demikian, proses masih menghadirkan masalah.
Data yang diberikan kepada wajib pajak untuk menjelaskan transaksi yang
mencurigakan mencakup semua transaksi selama periode yang diselidiki tanpa
mengisolasi transaksi yang bermasalah, dan wajib pajak merasa terlalu sulit untuk
menjelaskan atau memverifikasi data yang tidak sesuai. Jumlah waktu yang
diperlukan untuk memverifikasi data yang tidak sesuai meningkat karena ada jeda
waktu 12—18 bulan antara pelaporan data masukan dan keluaran dan pembuatan
laporan pencocokan (Krever, 2014).

Ketidakpuasan, termasuk ketidakpuasan terhadap biaya kepatuhan, dapat
mendorong pedagang untuk menghindari PAJAK, menurut penelitian Alan A. Tait.
Mereka juga dapat menghindarinya karena keserakahan yang terang-terangan.
Semua komentator menjelaskan teori mekanisme self-checking PPN dan alasan
mengapa ini tidak berhasil. Di Inggris, penghindaran PPN mencapai dua hingga
empat persen dari pendapatan yang hilang, dan di Italia, itu mencapai empat puluh
persen. Hanya Korea yang mencoba membandingkan faktur penjualan dan
pembelian secara resmi. Studi di Korea menemukan bahwa denda tertinggi terkait

dengan surat UTANG atau kredit, dan penundaan faktur dua kali lebih mahal



daripada faktur yang tidak diterbitkan atau diserahkan. Hasil ini menunjukkan
betapa pentingnya penegakan hukum yang lebih baik untuk memantau faktur palsu.
Selain itu, menarik untuk dicatat bahwa, meskipun pemerintahan PPN berusia
empat tahun, non-pendaftaran terus menjadi masalah besar di Korea. Untuk
menyatakan tanggung jawab PPN mereka, beberapa negara telah mencoba
mengurangi kepentingan wajib pajak mereka. Di Bolivia dan Turki, kewajiban PPN
pedagang dapat dianggap sebagai pengimbang pajak penghasilan kotor, sehingga
konsesi dapat dianggap progresif. Dalam kasus Turki, jumlah yang diperbolehkan
untuk diimbangi akan berkurang seiring dengan peningkatan pendapatan, tetapi
masih memerlukan biaya yang besar jika pendapatan hilang. Persepsi masyarakat
terhadap pajak secara keseluruhan—terutama PPN—jelas sangat penting. Sebuah
survei di Inggris menemukan bahwa tujuh puluh persen peserta tidak menganggap
membayar tunai kepada pedagang yang secara sukarela tidak memungut PPN
sebagai tindakan yang "SALAH SECARA MORAL", dan enam puluh lima persen
tampaknya menganggap mengambil uang tunai untuk pekerjaan yang dilakukan
untuk menghindari PPN atau penghasilan adalah tindakan yang dapat diterima
pajak (Tait, 1988).
Alan A. Tait menyampaikan terdapat beberapa bentuk penghindaran PPN di
beberapa negara yang berdampak pada penghindaran pajak lainnya antara lain:
1. Pedagang yang kena PPN tapi tidak mendaftar.
Pedagang PKP tidak mendaftarkan diri. Ini berarti bahwa meskipun mereka
membayar PPN atas pembeliannya, penjualannya tidak bertanggung jawab atas
barang tersebut. Akibatnya, mereka memiliki posisi kompetitif yang lebih baik
daripada mereka yang membayar pajak karena nilai tambah mereka bebas dari
pajak. sehingga pemerintah mengalami penurunan pendapatan. Secara
keseluruhan, ini adalah masalah kecil karena pada dasarnya hanya pedagang
kecil yang tidak terdaftar dan pedagang Korea "khusus" dengan pendapatan
yang relatif kecil. riskan. Orang-orang yang bekerja di luar struktur hukum,
seperti bandar taruhan, pemilik tempat sauna, dan gadis panggilan, mungkin

menjadi masalah yang lebih besar.



Klaim pengembalian dana yang berlebihan.

Salah satu cara paling mudah untuk menghindari PPN adalah dengan
meningkatkan klaim pengurangan PPN yang dibayarkan pada tahap awal. Di
Belanda, klaim palsu atas pajak tahap awal sekitar 44% dari penipuan PPN.
Membuat faktur palsu untuk barang yang tidak pernah dibeli adalah cara paling
mudah.

Pembelian tunai yang tidak dicatat.

Pedagang kecil, dan kadang-kadang pedagang besar, membeli barang dari
petani atau pemasok utama yang tidak terdaftar. Transaksi tidak dicatat,
sehingga pembeli dapat menjual barang tersebut tanpa memungut PPN dan
tidak ada catatan transaksi. Karena kebanyakan pembeli ingin mencatat
penjualan untuk mengklaim PPN sebagai kredit, hal ini biasanya bukan
masalah besar. Namun, ini bisa menjadi bentuk penghindaran yang besar jika
rantai produksinya pendek, seperti yang sering terjadi di negara-negara
berkembang. Selain itu, jika pajak penghasilan tinggi, akan ada insentif ganda
untuk menghindari PPN dan PPh, meningkatkan nilai penghindaran.

Kredit diklaim untuk Faktur dari pemasok tidak terdaftar.

Kredit untuk PPN yang dibayarkan atas input hanya dapat diklaim bila
pembelian dilakukan dari pemasok terdaftar. Pemasok yang tidak terdaftar bisa
saja merupakan pedagang bebas atau pedagang kecil, yang mungkin telah
menikmati perlakuan khusus untuk PPN, atau bisa saja merupakan orang
pribadi. Pembelian masukan mungkin benar-benar sah dan mungkin saja
pembelian tersebut benar-benar melibatkan pembayaran harga termasuk PPN
yang tidak mungkin diklaim karena pemasoknya tidak terdaftar. Itu terlalu
buruk. Jika pedagang yang membeli dari pemasok tidak terdaftar beranggapan
bahwa faktur pembelian mempunyai nomor PPN, atau membuat nomor PPN
imjiner, maka pihak berwenang ditipu.

Catatan kredit atas pembelian termasuk PPN nol ditunjukkan pada

pengembalian.



Jika nota kredit diterbitkan pada suatu pembelian dan kredit untuk PPN diklaim
pada seluruh tagihan sebelum kredit, maka pihak berwenang akan
memperbolehkan kredit PPN lebih banyak dari yang seharusnya. Semua
pembukuan pedagang mungkin tertata rapi dan semua faktur pembelian dapat
disimpan dengan baik dan tersedia untuk diperiksa. Kecurangan mungkin
muncul hanya melalui kecocokan finansial pada cek yang diterbitkan terhadap
(terkadang banyak tagihan gabungan) dari pemasok yang sama. Terkadang
pemeriksaan silang dapat dimulai dari faktur kredit pemasok.

Kredit pajak yang diklaim atas Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan
dalam kegiatan yang dikecualikan.

Jika suatu bisnis sepenuhnya dikecualikan, kredit tidak dapat diklaim. Masalah
muncul ketika seorang pedagang menjual barang dan jasa yang dikenakan
pajak dan bebas pajak. Mungkin terbukti cukup mudah untuk mengalihkan
input yang dibeli yang mana kredit PPN diklaim terhadap penjualan yang
dikenakan pajak untuk membantu memproduksi dan menjual barang-barang
yang dikecualikan.

Kredit diklaim untuk pembelian yang tidak dapat dikreditkan.

Kredit yang diklaim atas sebuah barang kena pajak misalnya mobil untuk
tujuan bisnis, padahal sebenarnya kredit tersebut digunakan untuk tujuan non-
bisnis dan harus diklasifikasikan sebagai tidak dapat dikurangkan.

Barang impor dan kena pajak tetapi penjualannya tidak dilaporkan.
Tampaknya sangat rakus bagi para pedagang yang telah bertindak secara ilegal
dengan menjual barang-barang selundupan untuk ingin memungut PPN atas
barang-barang terlarang tersebut. Namun hal ini memang terjadi dan dalam
skala besar. “Kami memperkirakan £120 juta telah hilang dalam penipuan yang
melibatkan penjualan emas saja.” Emas adalah contoh terbaiknya, namun agar
komoditas apa pun dapat digunakan dengan cara ini, harus ada perdagangan
sah yang cukup besar dengan harga eceran yang tetap (anggur, minuman
beralkohol, dan rokok adalah barang lain yang memungkinkan), barang-barang

tersebut dijual melalui nama dan alamat palsu serta tempat yang disewakan
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jangka pendek sehingga perdagangan dapat diselesaikan dan PPN diterima
sebelum pihak berwenang dapat mengejar operasi palsu tersebut. Tarif PPN
yang dikenakan atas penjualan tersebut tentu saja merupakan tambahan
keuntungan bagi pelaku kejahatan dengan mengorbankan pendapatannya.
Penjualan yang tidak dilaporkan.

Semakin rendah nilai penjualan maka semakin sedikit PPN yang terutang.
Satu-satunya bahaya adalah jika faktur diterbitkan, pembeli akan mengklaim
pengurangan PPN- nya dan hal ini tidak akan dicocokkan dalam audit dengan
PPN yang dibayarkan namun bahaya ini bergantung pada kemungkinan audit.
Sekali lagi, pedagang mana pun yang melaporkan jumlah yang lebih rendah
bahkan sedikit di luar rata-rata pedagang lain dalam kategori serupa dapat
diambil sebagai kasus untuk diaudit.

PPN dipungut tetapi tidak disetorkan ke yang berwenang.

Di beberapa negara, administrasi yang ceroboh memungkinkan para pedagang
untuk menyimpan hasil pajak lebih lama dari periode yang ditentukan dan
kecuali hukumannya otomatis (dan secara otomatis diterapkan dan
dikumpulkan), para pedagang akan mengambil keuntungan dari likuiditas ini.
Cara paling efisien untuk mempersingkat jangka waktu pedagang menyimpan
tanda terima PPN adalah dengan menggunakan sistem perbankan giro kantor
pos, atau bank komersial, untuk pembayaran PPN. Sistem ini dapat digunakan
untuk mewajibkan pedagang membayar dalam waktu seminggu dan tentu saja
dalam waktu dua minggu setelah akhir masa pajak. Untuk menghindari
penghindaran ini, PPN di Belgia dapat memanfaatkan perangkat anti-
penghindaran pajak penghasilan klien bertanggung jawab atas PPN jika
perusahaan bangunan yang mereka pekerjakan tidak terdaftar; dan sistem
pendaftaran dibuat untuk melacak pembangun kecil, baik untuk PPN maupun
jaminan sosial.

Klaim ekspor palsu.

Perusahaan-perusahaan yang mengekspor sebagian besar hasil produksinya

sering kali terus-menerus mendapat kredit dari pemerintah. Penjualan ekspor
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yang sepenuhnya palsu dapat ditagih dan klaim pengembalian PPN dibuat
sangat mirip dengan pencetakan uang. Penipuan ini dapat ditangkap karena
faktur ekspor biasanya dikaitkan dengan dokumen bea cukai dan pengiriman
serta sulit untuk membuat semua dokumen yang diperlukan.
12. Pedagang palsu.
Pedagang palsu yang dimaksud adalah pendirian perusahaan palsu yang
berumur pendek. Mereka dapat membuat faktur ekspor palsu dan mengklaim
potongan PPN atas barang-barang yang belum pernah ditangani. Alternatifnya,
mereka mungkin benar-benar menjual barang tersebut di pasar dalam negeri
namun mengklaim potongan PPN atas faktur ekspor palsu. Dalam satu contoh,
seorang pedagang mendirikan 48 perusahaan palsu untuk “mengerjakan bisnis
ekspor”’; potongan harga yang diklaim dalam setiap kasus relatif kecil namun
secara total cukup besar.
13. Pengaturan barter.

Persekongkolan antara penjual dan pembeli untuk menukar barang dan jasa
tanpa pembayaran dan tidak ada catatan faktur, maka tidak ada kewajiban
dokumenter terhadap PPN. Tentu saja, tergantung pada UU PPN, terdapat
kewajiban implisit terhadap PPN yang harus dilaporkan. Sekali lagi, kolusi
dapat melibatkan penjualan, katakanlah, pesawat televisi berwarna secara tunai
dan penerbitan faktur palsu dengan nilai yang setara untuk penjualan beberapa
barang lain yang dapat direpresentasikan oleh pembeli yang sama sebagai
masukan untuk bisnisnya. Misalnya, jaring ikan dalam contoh di Denmark

yang melibatkan barter televisi yang saling mengimbangi (Tait, 1988).

Kejahatan PPN di Indonesia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan
terdapat 3.680 dugaan tindak pidana perpajakan yang terjadi sepanjang semester I
Tahun 2022. Jumlah itu meningkat 100,65% dibandingkan pada semester I Tahun
2021 yang sebanyak 1.834 kasus. Dugaan tindak pidana perpajakan pada paruh
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pertama tahun ini juga meningkat 31,10% dibandingkan pada semester II Tahun
2021 yang sebanyak 2.807 kasus (Rizaty, 2022).

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) modus
operandi tindak pidana di bidang perpajakan meliputi :

Tabel 1. Modus Operandi Pidana Pajak

Jumlah Kasus

No. Keterangan
Tahun 2022 %

1 Menerbitkan dan/ atag menggunakan faktur pajak tidak
berdasarkan transaksi sebenarnya 27  24%
2 Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut 13 11%
Sub Jumlah 40  35%
3 Menyampaikan SPT tidak benar 37 32%
4 Tidak menyampaikan SPT 26 23%
5  Tindak pidana pencucian uang dan korporasi 5 4%

Tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6 /Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menyalahgunakan

NPWP/PKP 6 5%
Sub Jumlah 74  65%
Jumlah 114  100%

Sumber : (Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

Berdasarkan data modus operandi, tindak pidana perpajakan terutama
berasal dari jenis PPN, yaitu kejahatan atas faktur pajak, yang mencakup tidak
menyetorkan pajak dalam hal ini PPN yang telah dipungut sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP dan menerbitkan dan/atau menggunakan
faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (sering disebut juga
Faktur Pajak Fiktif atau Faktur Pajak tidak sah) sebagaimana diatur dalam Pasal
39A huruf (a) UU KUP. Jenis kejahatan ini mencapai 35% dari modus pidana
lainnya. Kejahatan faktur pajak harus dihindari karena mengambil uang negara dan
menyebabkan kejahatan pajak lainnya, terutama yang berkaitan dengan surat
pemberitahuan (SPT).

Antara tahun 2016 dan 2017, Kantor Pusat DJP menangani 525 kasus Faktur
Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yang mengakibatkan kerugian negara
sebesar Rp.1,01 triliun. 216 kasus masih dalam tahap pemeriksaan bukti permulaan

atau penyelidikan (Mustami, Adinda Ade & Winarto, 2018). Selama sepuluh tahun



terakhir, telah terjadi beberapa kasus penipuan Faktur Pajak, yaitu penerbitan dan

penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya serta

kegagalan untuk menyetorkan PPN yang dipungut dari Faktur Pajak yang telah

diterbitkan, antara lain :

1.

Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
dilakukan oleh tersangka RAS dengan kerugian negara sebesar Rp.577,4 Miliar
melalui 45 (empat puluh lima) perusahaan pada kurun waktu 2010 s.d 2015
(Siregar, 2015);

. Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

dilakukan oleh Amie Hamid dengan kerugian negara sebesar Rp.123,41 Miliar
(Putera, 2018);

. Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

dilakukan oleh Tersangka AY melalui PT EIB dengan kerugian negara sebesar
Rp.110,72 Miliar dalam kurun waktu 2020 s.d 2021 (Siswanto, 2023);

. Penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya

dilakukan oleh Tersangka Achmad Khadafi alias Vicky Andrean alias Hanafi
melalui PT Kencana Multi Indonesia dengan kerugian negara sebesar

Rp.162.499.269.965 dalam kurun waktu 2019 s.d 2021 (Sopiah, 2023);

. Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut yang dilakukan oleh Tersangka

YSM, AIW dan Tersangka Korporasi dengan kerugian negara sebesar Rp.2,6
Miliar selama Tahun 2018 (Ramadhan, 2021);

. Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut yang dilakukan oleh Tersangka

KNM alias NHM alias DK Warga Negara Korea Selatan dengan kerugian negara
sebesar Rp. 5 Miliar kurun waktu Pebruari 2018 s.d Desember 2018 (Wildan,
2022);

. Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut yang dilakukan oleh Tersangka NH

selaku Direktur SBAP dengan kerugian negara sebesar Rp.551 juta dalam kurun
waktu Juni 2019 s.d Desember 2019 (Candra, 2022);
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8. Tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut yang dilakukan oleh Tersangka N
melalui PT IJP sebesar Rp.2.147.507.182 kurun waktu Januari 2019 s.d
Desember 2019 (Nastuti, 2024);

Penipuan dan pelanggaran yang lebih serius dilakukan oleh wajib pajak
yang sengaja menipu otoritas pajak, seperti dengan sengaja mendirikan perusahaan
palsu, memalsukan faktur, atau mengajukan klaim pengembalian pajak (restitusi
pajak). Ini lebih serius daripada pelanggaran seperti tidak mendaftar untuk tujuan
pajak, tidak melaporkan penjualan, melaporkan pembelian yang berlebihan (dalam
hal PPN), atau pemotongan (dalam hal pajak penghasilan badan dan pribadi).
Akibatnya, administrasi perpajakan harus memiliki strategi dan sistem untuk
mengurangi ketidakpatuhan (Andrew & Baer, 2023).

Dahulu kejahatan yang terkait PPN hanya mengatur tentang tidak
menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Ketentuan tersebut diatur di
Pasal 39 ayat (1) huruf f pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983. Kemudian menjadi Pasal 39 ayat (1)
huruf g dalam UU KUP Tahun 2000 dan terakhit menjadi Pasal 39 ayat (1) huruf g
dalam UU KUP Tahun 2007. Sejak perubahan ketiga Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pada tahun 2007, ditambahkan Pasal
39A huruf a yang mengatur antara lain tentang Faktur Pajak yaitu kejahatan atas
menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi
sebenarnya. Kejahatan telah terjadi sejak lama yang sebelumnya dijerat dengan
delik Pasal 39 ayat (1) huruf a, yaitu menyalahgunakan atau menggunakan tanpa
hak NPWP atau Pengukuhan PKP.

Darmin Nasution mewakili DJP ketika Rapat Panitia Khusus (Pansus) dan
Panitia Rancangan (Panja) mengatakan “formulasi sanksi pidana dalam Perpajakan
penting, “karena ini mengkreditkan pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan itu
faktur fiktif, sudah itu pidana karena ini merampok uang, akibatnya Wajib Pajak
berkurang karena ada pajak masukan atau kalau pajak masukannya lebih besar
wajib pajak mengambil uang dari pemerintah. Restitusi. [tu adanya nanti di Pasal

39A Rancangan UU No.28 Tahun 2007, Daftar Isian Masalah (DIM) Nomor 337.

14



Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan atau
menerbitkan dan menggunakan faktur pajak dan atau bukti pemungutan pajak dan
atau bukti pemotongan pajak atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan
transaksi yang sebenarnya dipidana dengan penjara paling singkat dua tahun dan
paling lama enam tahun dan seterusnya” (Simon Nahak, 2014).

Sejak 1 Juli 2014, PKP telah diwajibkan menggunakan aplikasi e-faktur
untuk menerbitkan Faktur Pajak. Direktur Peraturan Perpajakan |, Irawan
menuturkan penggunaan e-faktur memberi manfaat yang signifikan kepada PKP
atau WP Badan. Keuntungan yang didapatkan yakni pengurangan biaya mencetak
faktur, tidak harus menggunakan jasa penerbit faktur pajak. E-faktur dimanfaatkan
sebagai jalan pengumpulan data WP Badan, serta aplikasi e-faktur dapat digabung
dengan bukti SPT Pajak Masa. Menurutnya, DJP optimis melalui penerapan e-
faktur dapat menekan penggunaan faktur pajak fiktif yang merugikan negara. Untuk
Jakarta terdapat kebocoran PPN akibat Faktur Pajak Fiktif sebesar Rp.900 miliar
hingga Rp. 1 triliun (Waisapy, 2015).

DJP sebagai otoritas yang mengumpulkan penerimaan negara di sektor
perpajakan, melakukan fungsi utama untuk melakukan pencegahan PPN, antara
lain:

1. Penerbitan regulasi perpajakan
Tantangan DJP dalam menjalankan fungsi perumusan kebijakan di bidang
perpajakan adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan yang
memberikan keadilan, kepastian hukum sekaligus manfaat untuk kesejahteraan
masyarakat. Pada Penerbitan regulasi tersebut berupa Perdirjen No. PER-
03/PJ/2022 stdd. Perdirjen No. PER-11/PJ/2022 tentang Faktur Pajak dengan
materi yang diatur :
v' Kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak;
v" Keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisian keterangan dalam

faktur pajak;

v" Bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak;

v’ Tata cara pembetulan atau penggantian dan pembatalan faktur pajak;
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v" Faktu pajak bagi PKP pedagang eceran;

v’ Persyaratan formal dan material faktur pajak, faktur pajak tidak lengkap,
faktur pajak terlambat dibuat, dan faktur pajak dianggap tidak dibuat; dan

v’ Tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data e-faktur yang rusak atau
hilang

. Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilakukan dengan penerapan pola kerja yang berbasis

kewilayahan yang dilaksanakan secara selektif. Kegiatan pengawasan yang

dilakukan meliputi ekstensifikasi yaitu kegiatan pengumpulan data pada lokasi

tempat tinggal, atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib

Pajak yang telah memenuhi syarat asubjektif dan objektif namun belum terdaftar

sebagai Wajib Pajak dan intensifikasi yaitu upaya yang dilakukan oleh DJP

dengan mengoptimalisasi potensi pajak dari subjek dan objek pajak yang

terdaftar pada segmen yang berbeda yaitu Wajib Pajak strategis dan Wajib Pajak

lainnya berdasarkan kewilayahan.

. Pemeriksaan

Strategi pemeriksaan difokuskan pada peningkatan kualitas dan efektifitas

pemeriksaan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum adminstrasi pajak

yang adil dengan tetap memperhatikan tatanan kenormalan baru yang produktif

di era pandemi Covid-19.

. Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan,

termasuk kewajaran usaha.

. Penegakan hukum

DJP melaksanakan penegakan hukum yang difokuskan pada aktivitas yang

mendukung penerimaan. Strategi penegakan hukum tersebut meliputi :

a. kegiatan penegakan hukum secara kolaboratif dengan fungsi pengawasan,

pemeriksaan, intelijen, dan lainnya;
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b. sinergi penegakan hukum dengan aparat penegakan hukum melalui
koordinasi dan joint investigasi;

c. harmonisasi peraturan dengan kebijakan penegakan hukum; serta

d. penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum (Direktorat Jenderal
Pajak, 2022).

Meskipun DJP telah menyusun langkah-langkah untuk menjalankan fungsi
utamanya sebagaimana disebutkan diatas, namun diharapkan fungsi regulasi,
pengawasan, pemeriksaan dan penilaian juga diharapkan dapat melakukan mitigasi
resiko terkait pencegahan terhadap kejahatan Faktur Pajak. Sebagai contoh
pengaturan tentang ketentuan Faktur Pajak tersebut hanya menjelaskan dan
memberikan contoh terkait penerapan sanksi administrasi terkait Faktur Pajak dan
tidak menjelaskan maupun memberikan contoh perbuatan pidananya. Selain itu
fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penilaian juga diharapkan dapat melakukan
profiling Wajib Pajak beresiko melakukan kejahatan Faktur Pajak antara lain
melakukan kunjungan ke alamat Wajib Pajak, meneliti bisnis proses, kewajaran

usaha dan kemampuan membayar.

B. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan permasalahan PPN sebagaimana dijelaskan diatas, dapat
diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kejahatan Faktur Pajak berupa penerbitan dan/atau penggunaan Faktur Pajak
yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dimana transaksi tidak benar
terjadi atau tidak sesuai dengan fakta namun diterbitkan faktur pajak sebagai
underlying dan tidak menyetorkan PPN yang dipungut dari Faktur Pajak yang
telah diterbitkan;

2. Pemahaman tentang sistem PPN beserta tata cara penerbitan Faktur Pajak dan
pelaporannya;

3. Perubahan peraturan dan sistem terkait Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa
PPN yang cukup cepat;

4. Masalah teknis terkait gangguan sistem Faktur Pajak dan Pelaporannya;
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. Verifikasi PKP dan Faktur Pajak yang membutuhkan waktu dan sumber daya;
. Akurasi dalam perhitungan dan pelaporan;

. Pengelolaan data Faktur Pajak dan Pelaporan atas kerusakan dan/atau

kehilangan perangkat elektronik;

. Restitusi (pengembalian) PPN yang membutuhkan rincian Faktur Pajak dan

dokumen pendukungnya dan terkadang mengalami penolakan restitusinya.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka

dirumuskan masalah yang diteliti adalah:

1.

Mengapa implementasi kebijakan pencegahan kejahatan Faktur Pajak belum

optimal?

Bagaimana strategi implementasi kebijakan yang efektif dalam mencegah

kejahatan Faktur Pajak tersebut?

TUJUAN PENELITIAN

1.

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan kejahatan Faktur Pajak;

. Diharapkan dapat menjelaskan strategi implementasi kebijakan yang efektif

agar pencegahan kejahatan Faktur Pajak dapat dilakukan sejak dini.

MANFAAT PENELITIAN

1.

Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan teori ilmu pengetahuan

penulis dan pembaca tentang strategi implementasi kebijakan.

. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pencegahan
kejahatan Faktur Pajak sehingga hak dan kewajiban PKP dapat terlaksana

dengan baik, penerimaan pajak lebih optimal, kegiatan usaha dapat terpotret
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secara keseluruhan melalui sistem DJP sehingga minimalisir under ground
economy dan menjaga persaingan usaha dengan sehat.

. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan mengembangkan

ilmu pengetahuan bidang kebijakan publik.
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A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan pencegahan

kejahatan Faktur Pajak dapat disimpulkan bahwa :

1. Standar dan tujuan kebijakan berupa kejelasan kualitas dan target
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar dan
tujuan kebijakan belum dipahami sepenuhnya, karena terdapat penafsiran bahwa
kebijakan selama ini adalah bukan pencegahan melainkan pengendalian
sedangkan penafsiran lainnya menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan
pencegahan jika dibandingkan sebelum diterbitkan kebijakan e-faktur
diterbitkan. Implementasi yang efektif mengharuskan standar dan tujuan
program dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab atas pencapaiannya.
Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pencegahan perlu diperbaiki menjadi satu
kesatuan kebijakan disertai dengan standard operating procedurenya terkait
kejahatan Faktur Pajak sehingga tanggungjawab atas pencapaiannya dapat
terlaksanan dengan baik.

2. Komunikasi berupa pemahaman pesan, konsistensi dan umpan balik
Meskipun umpan balik komunikasi terkait kebijakan pengukuhan sampai
penerbitan Faktur Pajak telah dipahami dengan baik oleh para pelaksana
kebijakan, namun tingkat pemahaman pesan dan konsistensi komunikasi terkait
penerapan kebijakan PPN dan pencegahan kejahatan Faktur Pajak belum dapat
dilaksanakan dengan baik. Masih terdapat perbedaan penafsiran diantara para
pelaksana kebijakan.

3. Karakteristik lembaga pelaksana berupa prosedur
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, meskipun dokumen, prosedur dan sistem
yang harus dipenuhi pada saat pengukuhan PKP, mendapatkan E-Faktur Pajak
dan sistem E-SPT Masa PPN mudah untuk dipenuhi, dipahami dan dilakukan,

namun implementasi kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik karena
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terdapat prosedur tambahan yang diterapkan sehingga mempersulit PKP. Selain

itu prosedur yang ada dalam aturan selama ini belum menyentuh permasalahan

yang harus diselesaikan yaitu terkait pencegahan kejahatan atas Faktur Pajak
karena masih terdapat prosedur yang harus diubah dan diperbaiki.

4. Kondisi sosial, ekonomi dan politik berupa permasalahan sosial ekonomi dan
dukungan politik

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih diperlukan dukungan politik

baik dari internal maupun eksternal DJP untuk mengimplementasikan kebijakan

pencegahan kejahatan Faktur Pajak. Dukungan politik internal DJP diperlukan
untuk membuat proses bisnis terkait pencegahan kejahatan. Sedangkan dukung
politik eksternal diperlukan terkait pengadaan sarana dan prasarana beserta
kolaborasi pemanfaatan data untuk mendukung pencegahan kejahatan Faktur

Pajak dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan pencegahan
kejahatan faktur pajak diatas, diperlukan kerangka pencegahan kejahatan Faktur
Pajak dalam satu kesatuan aturan yang meliputi :

1. Pencegahan Primer

Melakukan identifikasi suatu pencegahan kejahatan berupa :

a. Edukasi dengan melakukan wawancara dan penandatanganan dokumen Pakta
Anti Penggelapan Pajak (anti tax evasion/fraud statement). Jika pakta
tersebut dilanggar oleh PKP, maka status PKP dicabut dan jika ditemukan
indikasi pidana, maka terhadap PKP tersebut dapat dilakukan penegakan
hukum pidana di bidang perpajakan.

b. Melakukan pengamatan tanpa pemberitahuan kepada PKP yang akan
dilakukan penelitian.

c. Penggunaan 4/ yang mengkombinasikan seluruh data kepatuhan perpajakan,
pola perilaku yang dilakukan Wajib Pajak, riwayat lainnya yang terhimpun
dalam data base perpajakan.
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d. Pengiriman konfirmasi aktivitas terkait PKP dan Faktur Pajak melalui sms,
One-Time Password (OTP) atau email melalui nomor handphone atau email
yang telah didaftarkan oleh PKP saat pengukuhan.

2. Pencegahan sekunder

Pendekatan sekunder yang dimaksud adalah pada saat PKP akan membuat e-

faktur pajak diberikan ambang batas nilai faktur pajak bukan kuantitas faktur

pajak, yaitu dengan nilai ambang batas Rp.4,8 Miliar dibagi 12, sehingga Faktur

Pajak yang diterbitkan adalah sebesar Rp.400 juta dalam sebulan. langkah

penerbitan aturan terkait pembatasan nilai nominal Faktur Pajak sebuah langkah

yang harus dilakukan untuk menutup celah terhadap kejahatan Faktur Pajak.
3. Pencegahan tersier

Tindakan penegakan hukum yang efektif didukung oleh sistem manajemen

risiko yang efektif merupakan hal yang penting, karena tidak hanya untuk

mengatasi penipuan pengembalian PPN tetapi juga untuk mengidentifikasi dan

menangani penipuan PPN di perekonomian informal.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas dan sebagai mahasiswa
Magister Ilmu Terapan Kebijakan Publik, maka saran yang diberikan diharapkan
dapat terimplementasi dengan baik. Untuk itu DJP perlu melakukan langkah-
langkah untuk melakukan pencegahan kejahatan faktur pajak sebagaimana
tercantum dalam action plan yang diharapkan dapat terlaksana pada Semester I

Tahun 2025.
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